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Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 

(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang 

Bedagai Tahun 2020. 

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4346), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 



Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6512), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan 

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor.18 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1383), Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384), 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 



Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 615), Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981), 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang 

Bedagai Nomor 145/ PP.01.2–Kpt/ 1218/ KPU–Kab/ IX/ 

2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai 

Nomor 349/PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/IX/2020 

tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 

145/ PP.01.2–Kpt/ 1218/ KPU–Kab/ IX/ 2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Serdang Bedagai Tahun 2020, Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 

1422/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/XII/2020 tentang 

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 

Tahun 2020 

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan 


